BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG

Menimbang

Mengingat

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan
Daerah yang dapat digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

bahwa dengan semakin beragamnya jenis usaha yang
dilakukan masyarakat maka semakin besar kemungkinan
dampak yang ditimbulkan dan akan membawa
permasalahan baik dari aspek lingkungan, sosial
kemasyarakatan maupun ekonomi, sehingga hal tersebut
membuka peluang untuk dikenakan Retribusi;

bahwa dengan semakin beragamnya jenis usaha yang
berpotensi dikenakan retribusi maka perlu dilakukan
penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan
Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009
tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran
Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 06,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor
0611);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Menetapkan

dan
BUPATI TANGERANG
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan
Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 0611) diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 4, angka 5, angka 7, angka 9,
angka 23, angka 24, angka 38, angka 41, angka 61, angka
72 diubah, dan diantara angka 40 dan angka 41 disisipkan
2 (dua) angka, yakni angka 40a dan angka 40b, angka 28
dan angka 58 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tangerang.

4. Dewan...
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang
bertanggungjawab dan berwenang dalam
melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi
Daerah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha
Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, organisasi profesi atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Perizinan Tertentu adalah jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan
yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur
yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia yang
ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam suatu
lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya
pada, di atas, di bawah permukaan tanah, dan atau
perairan yang berupa bangunan.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang
berfungsi sebagai tempat manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial,
budaya, maupun kegiatan khusus.
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Bangunan-bangunan adalah perwujudan fisik
arsitektur yang meliputi Bangunan Hunian Manusia
dan Bangunan yang Bukan Hunian Manusia.

Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan
bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk
pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah
yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan
bangunan tersebut.

Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan
atau menambah bangunan yang ada, termasuk
membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan
mengganti bagian bangunan tersebut.

Garis Sempadan adalah garis pada halaman
pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan as
jalan, tepi sungai, atau as pagar dan merupakan batas
antara bagian kavling/pekarangan yang boleh
dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.

Jarak Garis Sempadan adalah jarak minimal untuk
mendirikan bangunan, pagar dan atau sejenisnya yang
diukur dari as jalur jalan, rel kereta api, tepi sungai,
tepi pantai, danau atau situ, saluran irigasi, lintasan
kabel listrik tegangan  tinggi/menengah/rendah,
instalasi pipa minyak, pipa gas dan pipa air.

Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari
permukaan tanah, di mana bangunan tersebut
didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik
bangunan gedung untuk membangun = baru,
mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau
merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan
administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat
GSB adalah garis rencana yang tidak boleh dilampaui
oleh denah bangunan ke arah GSJ yang ditetapkan
dalam Rencana Kota.

Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP
adalah garis rencana yang tidak boleh dilampaui oleh
bangunan antara bangunan dan pagar.

Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat
GSS adalah garis rencana yang tidak boleh dilampaui
oleh denah bangunan ke arah sungai/saluran.

Perpetakan atau site plan adalah bidang tanah yang
ditetapkan batas-batasnya sebagai satuan-satuan yang
sesuai dengan rencana kota.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat
KDB adalah angka persentase perbandingan antara
luas lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan
lingkungan.
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Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat
KLB adalah angka persentase perbandingan antara
luas seluruh lantai bangunan dan luas tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan
lingkungan.

Rehab Berat adalah perbaikan bangunan yang sudah
memiliki surat IMB, baik merupakan pembangunan
kembali atau merupakan perbaikan sebagian atau
perluasan daripada bangunan yang sudah ada lebih
50% (lima puluh persen) dari kegiatan perbaikan
bangunan tersebut.

Rehab Ringan adalah perbaikan bangunan yang sudah
memiliki surat IMB atau perluasan bangunan yang
sudah ada sampai dengan 50% (lima puluh persen)
dari kegiatan bangunan tersebut.

Nilai Bangunan adalah harga bangunan yang dihitung
secara analisa upah dan bahan dengan ditetapkan
setiap meter persegi berdasarkan kelas bangunan.

Dihapus.
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan
minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Minuman  beralkohol adalah minuman  yang
mengandung ethanol yang diproses dari hasil
pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara
fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa
destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan
terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain
atau tidak, maupun yang diproses dengan cara
mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan
cara pengenceran minuman dengan ethanol.

Perdagangan minuman beralkohol adalah kegiatan
pengedaran dan atau menjual minuman beralkohol.

Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha
yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan
kegiatan usaha dibidang perdagangan minuman
beralkohol yang dapat berbentuk perorangan atau
badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau
badan hukum yang dimiliki oleh warga negara
Indonesia  berkedudukan di wilayah  Republik
Indonesia.

Pengecer adalah perusahaan yang melakukan
penjualan minuman beralkohol kepada konsumen
akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah
ditentukan.

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
yang disingkat SIUP-MB adalah Surat Izin untuk dapat
melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus
minuman beralkohol golongan B dan golongan C.
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Retribusi Izin Gangguan adalah Retribusi yang
dikenakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang
pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman
bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara
terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan
ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum,
memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi
norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Gangguan Tinggi adalah sebab akibat yang
ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang
berpengaruh besar terhadap kualitas lingkungan,
sosial kemasyarakatan dan ekonomi.

Gangguan Sedang adalah sebab akibat yang
ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang
berpengaruh sedang terhadap kualitas lingkungan,
sosial kemasyarakatan dan ekonomi.

Gangguan Rendah adalah sebab akibat yang
ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau usaha yang
berpengaruh kecil atau tidak berpengaruh terhadap
kualitas lingkungan, sosial kemasyarakatan dan
ekonomi.

Indeks Lokasi adalah indeks yang ditetapkan
berdasarkan klasifikasi ruang milik jalan di lokasi
tempat usaha yang mengacu pada lebar ruang milik
jalan.

Indeks Gangguan adalah tingkatan pemberatan akibat
suatu usaha kegiatan usaha yang ditentukan atau
didasarkan atas intensitas atau lamanya gangguan dan
sumber gangguan terhadap komponen lingkungan,
sosial kemasyarakatan dan ekonomi.

Indeks Waktu Operasi Usaha adalah tingkatan waktu
kegiatan suatu usaha yang ditentukan atas durasi
operasi usaha.

Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang
dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan
kendaraan.

Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan
jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil
penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai
asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadual tetap
maupun tidak terjadual dalam wilayah Daerah.

Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai
asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar
jemput penumpang umum, antar jemput karyawan,
anak sekolah dan kawasan permukiman.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang
terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak
Bermotor.
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Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin
selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan
yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau
orang dengan dipungut bayaran.

Angkutan Kendaraan Umum adalah kendaraan
bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh
umum dengan dipungut bayaran.

Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil
penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi
argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu
dalam wilayah operasi terbatas.

Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor
yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan)
tempat duduk tidak termasuk tempat duduk
pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan
pengankutan bagasi.

Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan
kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak
tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk
pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9
meter.

Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan
kapasitas 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak tempat
duduk normal tidak termasuk tempat duduk
pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 sampai
dengan 9 meter.

Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan
kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak tempat
duduk normal tidak termasuk tempat duduk
pengemudi dengan panjang kendaraan 4,5 sampai
dengan 6 meter.

Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum
yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau
barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Izin Usaha Angkutan adalah Izin tertulis yang harus
dimiliki perusahaan angkutan yang menyediakan jasa
angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan
bermotor umum.

Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi
atau Badan yang menyediakan pelayanan angkutan
penumpang umum pada suatu trayek tertentu.

Izin Insidentil adalah pemberian izin pemakaian jalan
di luar jalur dari izin trayek yang telah diberikan.

Izin Operasi Angkutan adalah pemberian izin trayek
untuk angkutan khusus dan taksi.

Dihapus.
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Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin
kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan
kegiatan wusaha penangkapan dan pembudidayaan
ikan.

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam
lingkungan perairan.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan
dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi,
produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang
dilaksanakan dalam suatu usaha perikanan.

Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau
badan hukum untuk menangkap atau
membudidayakan ikan, termasuk kegiatan
menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan
untuk tujuan komersil.

Perusahaan Perikanan Indonesia adalah perusahaan
yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh
Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya
melakukan penangkapan ikan.

Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata
pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh
ikan di perairan yang tidak dalam keadaan
dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun yang
diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan
termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk
memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,
menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
Pembudidayaan lkan adalah  kegiatan untuk
memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan
ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang
terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan
kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,
mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau
mengawetkannya.

Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata
pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung
lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan
ikan mendukung operasi penangkapan ikan,
pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan
ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi
perikanan.

Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang secara
khusus dipergunakan untuk menangkap ikan,
termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan,
dan/atau mengawetkan.
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Kapal Pengangkut lkan adalah kapal yang secara
khusus dipergunakan mengangkut ikan, termasuk
memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan
dan/atau mengawetkan.

Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut
SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki
perusahaan perikanan untuk melakukan usaha
perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang
tercantum dalam Izin tersebut.

Perluasan  Usaha  Penangkapan lkan  adalah
penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau
penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang
belum tercantum dalam SIUP.

Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah
penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis
kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP.

Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya
disingkat SIPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki
oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan
penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari SIUP.

Surat Izin Kapal Pengangkut lkan yang selanjutnya
disingkat SIKPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki
oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan
pengangkutan ikan.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya
disingkat ZEEI adalah jalur yang di luar dan
berbatasan dengan laut teritorial Indonesia
sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang
yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi
dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya
dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang
diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

Wilayah Pengelolaan Perikanan selanjutnya disingkat
WPP adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik
Indonesia.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundangundangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang
pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut
atau pemotong retribusi Perizinan Tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
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Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Ketentuan ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni
ayat (3) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 18

Objek retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 adalah pemberian izin tempat
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang
dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian
dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan
pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus
untuk menegah terjadinya gangguan ketertiban,
keselamatan atau kesehatan umum, memelihara
ketertiban  lingkungan dan memenuhi norma
keselamatan dan kesehatan kerja.

(2) Selain...
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(2) Selain obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) perubahan jenis usaha, sarana usaha,
penambahan kapasitas usaha, perluasan lahan dan
bangunan usaha, perubahan waktu atau durasi
operasi usaha dan/atau balik nama sebagai obyek
Retribusi Izin Gangguan.

(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu tempat usaha atau
kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah atau
Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 19

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau
Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah
Daerah.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah, dan
ayat (5) dihapus, dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (6)
dan ayat (7) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin
Gangguan didasarkan pada:

a. luas ruang tempat usaha,;

b. Indeks Lokasi;

c. Indeks Gangguan; dan

d. Indeks Waktu Operasi Usaha.

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a adalah luas bangunan dana tau lahan
yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha baik
di ruang tertutup maupun di ruang terbuka yang
berada diatas tanah maupun dibawah tanah.

(3) Penetapan Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b berdasarkan letak perusahaan dengan
klasifikasi:

a. ruang milik jalan O (nol) sampai dengan Sm (lima
meter) dengan indeks 2 (dua);
b. ruang milik jalan antara 5,1m (lima koma satu

meter) sampai dengan 7,5m (tujuh koma lima
meter) dengan indeks 3 (tiga);

c. ruang milik jalan antara 7,6m (tujuh koma enam
meter) sampai dengan 10m (sepuluh meter)
dengan indeks 4 (empat);

d. ruang...
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d. ruang milik jalan antara 10,1m (sepuluh koma
satu meter) sampai dengan 12,5m (dua belas
koma lima meter) dengan indeks 5 (lima); dan

e. ruang milik jalan lebih dari 12,5 (dua belas koma
lima meter) dengan indeks 6 (enam).

(4) Penetapan Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan berdasarkan
tingkat gangguan:

a. Gangguan Tinggi dengan indeks 5 (lima);
b. Gangguan Sedang dengan indeks 3 (tiga); dan
c. Gangguan Rendah dengan indeks 2 (dua).

(5) Dihapus.

(6) Penetapan Indeks Waktu Operasi Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d berdasarkan:

a. jam operasional usaha selama 8 (delapan) jam
dengan indeks 1 (satu);

b. jam operasional usaha selama 16 (enambelas) jam
dengan indeks 1,25 (satu koma dua puluh lima);
atau

c. jam operasional usaha selama 24 jam (dua puluh
empat jam) dengan indeks 1,50 (satu koma lima
puluh).

Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 3 (tiga) pasal,
yakni Pasal 20A, Pasal 20B dan Pasal 20C sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Tabel ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20B

(1) Penetapan Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (4) diklasifikasikan berdasarkan
tingkat gangguan yang ditimbulkan oleh suatu
kegiatan usaha, baik menggunakan mesin atau tidak
menggunakan mesin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi jenis usaha
yang menggunakan mesin atau tidak menggunakan
mesin berdasarkan tingkat gangguan diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 20C...
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Pasal 20C

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin
gangguan diatur dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah, dan
ditambah satu ayat yakni ayat (3) sehingga Pasal 22
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan
terutang dihitung berdasarkan perkalian luas ruang
tempat usaha, Indeks Lokasi, Indeks Gangguan, Indeks
waktu operasi usaha, dengan tarif Dasar Retribusi.

(2) Tarif Dasar Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada luas ruang tempat usaha per m?
(meter persegi) dengan ketentuan:

a. luas kurang dari 1000m? (seribu meter persegi)
dikenakan tarif Rp.700,00 (tujuh ratus rupiah);

b. luas 1000m? (seribu meter persegi) sampai dengan
kurang dari 2000m? (dua ribu meter persegi)
dikenakan tarif Rp.800,00 (delapan ratus rupiah);

c. luas 2000m? (dua ribu meter persegi) sampai
dengan kurang dari 4000m? (empat ribu meter
persegi) dikenakan tarif Rp.900,00 (sembilan ratus
rupiah); dan

d. luas lebih dari 4000m? (empat ribu meter persegi)
dikenakan tarif Rp.1.200,00 (seribu dua ratus
rupiah).

Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Besarnya Retribusi Izin Gangguan terhadap perubahan
jenis usaha, sarana usaha, penambahan kapasitas usaha,
dan/atau perluasan lahan dan bangunan usaha ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal II...
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun
terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 10 Pebruari 2016

BUPATI TANGERANG,

ttd
A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 10 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,
ttd
ISKANDAR MIRSAD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN :
(7/2016)






